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INSPEKTORAT UTAMA

Benda Jatuh Kerana GRAVITASI
( Isaac Newton)

Pejabat Jatuh Akibat GRATIFIKASI
( Issak Tangiss)
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INSPEKTORAT UTAMA

Tidak pantas bagi ASN atau pejabat public menerima pemberian atas pelayanan yang diberikan. Dengan

menolak pemberian, telah memutus rantai penyalahgunaan anggaran, perbuatan curang, dan pemerasan.

Gratifikasi adalah akar dari korupsi, suap yang tertunda, konflik

kepentingan. Dari survei partisipasi public tahun 2019, hanya 37 %

responden segmen masyarakat yang mengetahui istilah gratifikasi, dan

hanya 13 % responden segmen pemerintah yang pernah lapor gratifikasi.

Artinya masih banyak yang belum memahami jika gratifikasi tersebut

adalah bagian dari korupsi.

Gratifikasi sebagai akar korupsi selama ini dianggap sepele, padahal pada

dasarnya gratifikasi sangat merusak dan dapat menumbuhkan mental

pengemis. Gratifikasi yang diberikan pihak lain akan dicatat dalam

pembukuan mereka sebagai piutang budi dan kita yang menerima

tercatat sebagai hutang budi dan beban atas kewenangan. Senilai uang

yang kita terima, sebesar itu pula harga diri kita.

PENDAHULUAN
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INSPEKTORAT UTAMA

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,

rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,

dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam

negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Penjelasan Pasal 12B

UU No. 20 Tahun 2001)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya

kepada KPK

Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara

transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia

usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan Pengendalian Gratifikasi

PENGERTIAN GRATIFIKASI
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INSPEKTORAT UTAMA

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai tentang

gratifikasi

2. Meningkatkan kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan

gratifikasi;

3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang

transparan dan akuntabel di Sekretariat Jenderal DPR RI

4. Membangun integritas Pegawai yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas

penyelenggaraan pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR RI.

MAKSUD PENGATURAN 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
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Setiap Pegawai wajib

menolak Gratifikasi yang 

diketahui sejak awal

berhubungan dengan

jabatannya dan berlawanan

dengan kewajiban atau

tugasnya
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6 Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan

jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugas

pejabat dan/atau Pegawai

Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ 

keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan

Merupakan fasilitas hiburan, wisata, voucher

oleh Pegawai dalam kegiatan yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan

kewajibannya.

Hadiah atau cendera mata bagi

pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan

dinas

Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama

atau setelah proses pengadaan barang dan jasa

Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ 

kesepakatan dengan pihak lain

Dalam proses komunikasi, negoisasi dan 

pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait

dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya

Dalam proses penerimaan/ promosi/ 

mutasi pegawai

Pelaksanaan perjalanan dinas diluar

penerimaan yang sah/resmi. 

Tugas dalam proses pengawasan

intern diluar penerimaan yang sah

Tugas dalam proses penyusunan anggaran

diluar penerimaan yang sah

Pemberian layanan pada masyarakat

diluar penerimaan yang sah
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INSPEKTORAT UTAMA
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Pemberian dalam keluarga sepanjang tidak

terdapat Konflik Kepentingan

Keuntungan atau bunga dari penempatan

dana, investasi atau kepemilikan saham

pribadi yg berlaku umum

Manfaat dari koperasi atau organisasi

pegawai berdasarkan keanggotaan yang

berlaku umum

Seminar Kit yg berbentuk seperangkat modul dan alat

tulis serta sertifikat kegiatan kedinasan, seperti rapat, 

workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain 

sejenis yg berlaku umum

Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, 

alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo 

atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik

Kepentingan dan Berlaku Umum

Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan

atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait

dengan Kedinasan

Penghargaan uang atau barang yang ada kaitannya dengan

peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, 

atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait Kedinasan

Kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang 

tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat

Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik

pegawai/pejabat yang bersangkutan

Kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, 

transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar

biaya yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat

pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak

melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima

Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti

pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong

gigi, atau upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;

Pemberian terkait dengan pertunangan, pemikahan, kelahiran, akikah, 

baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya dengan

batasan nilai sebesar Rpl.000.000,00 setiap pemberi

Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh 

diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/ 

atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik

Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan

Pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, 

mutasi jabatan, atau ulang tahun paling banyak senilai Rp 300.000,00 

setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 

1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, tidak

terdapat Konflik Kepentingan

Pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang dan tidak terkait

Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 setiap pemberian per orang, 

dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 dalam 1 (satu) tahun

dari pemberi yang sama.

Pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum

Pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan

kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang

tidak diberikan untuk individu Pegawai.

PELAPORAN GRATIFIKASI 

DIKECUALIKAN
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INSPEKTORAT UTAMA

1. Sekretaris Jenderal DPR-RI sebagai Pembina

2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan

Intern sebagai Pengarah

3. JPT Pratama yang membidangi pengawasan intern selaku

Ketua

4. Pejabat Administrator pada unit kerja yang membidangi

pengawasan intern sebagai Sekretaris

5. Pegawai lain yang membidangi pengawasan intern sebagai

anggota

Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG

Untuk menjalankan fungsi koordinasi dan pelaporan Gratifikasi, ketua UPG menunjuk satu orang

anggota Sekretariat UPG untuk melakukan Sosialisasi Gratifikasi dan pelaporan Gratifikasi di unit

kerja masing-masing. Susunan Keanggotaan dan tugas ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekjen

Unit Pengendalian Gratifikasi

STRUKTUR UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
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INSPEKTORAT UTAMA

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan

Gratifikasi dari Pegawai atau Pegawai Lainnya

2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam

hal Pegawai atau Pegawai Lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;

3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK

4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi

secara periodik kepada KPK

5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan

Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Sekretaris

Jenderal

6. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan

eksternal

7. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya

penetapan status barang tersebut

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

TUGAS UNIT PENGENDALIAN 

GRATIFIKASI
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INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama

Inspektorat Utama

PELAPORAN GRATIFIKASI
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INSPEKTORAT UTAMA

1. Identitas Pelapor berupa nomor induk kependudukan, 

surat elektronik, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon

2. Informasi Pemberi Gratifikasi

3. Jabatan Pelapor Gratifikasi

4. Hubungan Pelapor dengan pemberi Gratifikasi

5. Tempat dan waktu Gratifikasi diterima/ditolak

6. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak

7. Nilai atau taksiran Gratifikasi yang diterima/ ditolak

8. Kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi

9. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan

Gratifikasi

LAPORAN GRATIFIKASI MEMUAT
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INSPEKTORAT UTAMA
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FORMULIR PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI



13/05/2025 SetyantaNugraha 13

INSPEKTORAT UTAMA

Untuk mendukung kegiatan telaah informasi UPG

berwenang untuk:

a. Meminta keterangan; dan/ atau

b. Meminta dan memeriksa data dan/ atau dokumen

pendukung lain, dari Pelapor, pemberi Gratifikasi,

perwakilan instansi dan/ atau pihak lain terkait

laporan Gratifikasi;

Laporan Hasil Analisis : Ditindaklanjuti/ Tidak

ditindaklanjuti

Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan 

kepada KPK berupa: a. Gratifikasi milik Penerima; 

atau b. Gratifikasi milik Negara.

PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

Penanganan laporan Gratifikasi dilaksanakan

oleh Sekretariat UPG dengan tahapan sbb :

1. Verifikasi laporan Gratifikasi – memeriksa

kelengkapan Laporan untuk dilanjutkan ke

tahap Analisis

2. Analisis laporan Gratifikasi – menelaah

informasi yang diperoleh dari proses

verifikasi untuk memperoleh akurasi

informasi dan menentukan tindak lanjut

yang akan dilakukan

3. Penetapan status laporan Gratifikasi.
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INSPEKTORAT UTAMA Pelapor yang beritikad baik berhak untuk memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya,

memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi, dan memperoleh perlindungan.

Setiap pejabat di Sekretariat Jenderal DPR RI wajib memberikan perlindungan terhadap Pelapor dan

dilarang memberikan perlakuan diskrirminatif atau tindakan yang merugikan pejabat dan/ atau Pegawai

karena melaporkan Gratifikasi.

Perlindungan terdiri dari:

a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor

seperti: 1. penurunan peringkat jabatan; 2. penurunan penilaian kinerja

pegawai; 3. usulan pemindahan tugas/mutasi; dan/atau 4. hambatan karir

lainnya.

b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau

ancaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Sekretariat

Jenderal DPR RI;

d. Kerahasiaan identitas.

PERLINDUNGAN PELAPOR
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INSPEKTORAT UTAMA

UPG melakukan pemantauan dan evaluasi

Pengendalian Gratifikasi paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

apabila diperlukan.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi disusun dalam

bentuk laporan dan disampaikan oleh UPG

kepada Sekretaris Jenderal dan menjadi bahan

perbaikan pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
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INSPEKTORAT UTAMA
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